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MOTO 

 

Mari kita tingkatkan sadar dan peduli pajak *) 

Anda mungkin tidak pernah tahu hasil dari usaha-usaha yang anda lakukan, tetapi jika 

anda tidak melakukan sesuatu, anda tidak mungkin mendapatkan hasil. 

(Mahatma Gandhi) **) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*)   Berita Pajak No. 1470/ Tahun XXXIV/1 Juli 2002 dalam Purnomo, W.A. 2014. Mekanisme 
Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian 
Konsumsi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo.Tugas Akhir Diploma Tiga. Tidak 
dipublikasikan. 
**)  Mahatma Gandhi dalam Widayanti E. 2010. Motivasi Diri Untuk Tetap Eksis.Jogjakarta. DIVA 
Press. 
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RINGKASAN 

 

Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Air Bawah Tanah  

di Kabupaten Banyuwangi; Rahmawati; 2016:  112 halaman; Program Studi 

Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember. 

 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Di 

daerah Kabupaten/Kota, pajak merupakan sumber penerimaan daerah yang 

mempunyai kontribusi cukup besar. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini 

adalah untuk mengetahui dan melaporkan prosedur penerimaan pendapatan daerah 

dari sektor pajak air bawah tanah  di Kabupaten Banyuwangi, dan Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan instansi yang diberi kewenangan dalam 

memungut pajak daerah. 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi mempelajari tentang pajak daerah 

khususnya pajak air bawah tanah, membantu tugas administrasi dan pembukuan yang 

ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dasar hukum 

pelaksanaan pemumgutan pajak air bawah tanah pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi yaitu Peraturan Bupati Banyuwangi No. 22 Tahun 2014  

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah. Pajak air bawah tanah dikenakan 

atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah/air tanah kecuali 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan dasar rumah 

tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan dan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Yang dimaksud air 

tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan 

tanah. Sistem pemingutan pajak air bawah tanah di Kabupaten Banyuwangi 
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menggunakan official assessment system dimana pemungutan pajak berwewenang 

penuh untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang. Dalam menentukan 

jumlah volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah yaitu 

menggunakan alat meter air atau alat pengukur debit air. dari perhitungan, penetapan, 

penyetoran hingga proses pelaporan pajak air bawah tanah. Prosedur penerimaan 

pajak air bawah tanah meliputi perhitungan, penetapan, penyetoran dan pelaporan 

pajak. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 1092/UN.25.1.2/SP/2016, Program 

Diploma III Perpajakan, Jurusan llmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Jember. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang berupaya untuk mencapai 

kemajuan perekonomian. Dengan kemajuan perekonomian diharapkan negara dapat 

membiayai semua pengeluaran guna melaksanakan tugas-tugas negara secara 

mandiri. Berdasarkan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1995 Alinea IV, negara mempunyai dua tugas yaitu tugas rutin dan 

tugas pembangunan. Dalam menjalankan tugas tersebut negara membutuhkan sumber 

penerimaan guna membiayai tugasnya. Sumber penerimaa negara yaitu berasal dari 

pendapatan dalam negeri berupa penerimaan perpajakan dan penerimaan negara 

bukan pajak (PNBP) serta penerimaan hibah. 

Dari beberapa jenis sumber penerimaan negara tersebut, sumber penerimaan 

dari sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial 

untuk membiayai pelaksanaan tugas negara. Berdasarkan draf Rancangan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2015 penerimaan pajak 

memberikan kontribusi sebesar 77,78% dari total pendapatan negara yaitu sebesar 

Rp. 1.370.827,2 milyar dari Rp. 1.762.296,0 milyar total pendapatan negara. 

(www.anggaran.depkeu.go.id). Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 

perubahan ke empat atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2005, pemerintah 

daerah memiliki wewenang penuh untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan 

kepentingan daerah diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan wewenang tersebut yaitu pemerintah 

daerah bersama perangkat daerah menyusun kebijakan sumber penerimaan daerah 

dengan menetapkan pajak dan retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Penyusunan kebijakan daerah dalam menetapkan pajak dan retribusi daerah harus 

berlandaskan pada Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu 

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 

mempertimbangkan potensi setiap daerah. 

Sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pemerintah daerah 

Kabupaten Banyuwangi menyusun kebijakan untuk mengurus atau mengatur 

pemerintahannya. Salah satu kebijakan yang disusun adalah kebijakan di bidang 

sumber pendapatan asli daerah yang didominasi oleh sektor pajak. Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi memberikan kewenangan yang luas dan bertanggung jawab 

kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mengelola sumber 

pendapatan asli daerah khususnya pajak dan retribusi daerah. Pajak yang dikelola 

oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 14 Tahun 2012 meliputi 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, 

Pajak Hiburan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, 

Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan 

Retribusi Daerah. 

Dengan pengelolaan sumber pendapatan secara sentral tersebut, sangat 

berpengaruh terhadap lebih maksimalnya pengelolaan potensi penerimaan daerah 

khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini dapat dilihat dari 
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semakin meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah selama 3 tahun terakhir ini. 

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahunan pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2013-

2015). 

Tahun  Target Penerimaan 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Kontribusi Pajak dan 

Retribusi Daerah 

(Rp) 

2013 171.602.586.394,67 183.024.155.839,06 94.387.865.480 

2014 225.108.843.333,75 283.326.689.233,03 161.258.466.771 

2015 303.235.751.986,52 346.712.332.422,82 147.808.479.064,15 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi,  2016. 

 

Dari data realisasi pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi dari Tahun 2013-2015 tersebut, pendapatan asli daerah yang 

terealisasi selalu memenuhi target penerimaan. Kontribusi pajak dan retribusi daerah 

cukup tinggi yaitu berkisar antara 40%-56% dari total pandapatan asli daerah. Pajak-

pajak  daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi memiliki 

potensi penerimaan yang berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

menetapkan target penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda-beda sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak 

daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 

No

. 
Jenis Pajak 

Target Penerimaan 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

1. Pajak Hotel 1.840.000.000,00 3.368.454.736,00 183,07 

2. Pajak Restoran 2.800.000.000,00 4.953.007.419,00 176,89 

3. Pajak Hiburan 901.500.000,00 13.704.989.820,00 152,02 

4. Pajak Reklame 2.176.500.000,00 2.242.294.638,00 103,02 

5. Pajak Penerangan  Jalan 45.504.997.546,00 44.754.343.848,00 98,35 

6. Pajak Parkir  250.000.000,00 421.861.800,00 168,74 

7. Pajak Air Bawah Tanah 1.465.000.000,00 2.318.805.394,00 158,28 

8. Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 

1.699.000.000,00 2.176.555.481,15 128,11 

9. Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan 

24.500.000.000,00 25.930.251.200,00 105,84 

10. Pajak Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan 

Bangunan 

15.500.000.000,00 28.968.946.929,00 186,90 

11. Retribusi Daerah 26.970.369.735,00 31.303.398.937,00 116,07 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi,  2016 

 

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut, menunjukkan potensi yang dimiliki tiap-tiap 

pajak dan retribusi di Kabupaten Banyuwangi. Setiap tahun target penerimaan dari 

tiap-tiap sektor penerimaan khususnya sektor pajak, selalu dinaikkan dari target tahun 

sebelumnya. Dalam menentukan peningkatan target penerimaan perlu diperhatikan 

potensi tiap-tiap pajak. Dari tabel 1.2 tersebut terdapat beberapa pajak yang 

persentase pencapaian penerimaannya sangat tinggi yaitu Pajak Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah Dan Bangunan (186,90%), Pajak Hotel (183,07%), Pajak Restoran 

(176,89%), Pajak Parkir (168,74%), Pajak Air Bawah Tanah (158,28%). Menurut 
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Bapak Ukir selaku staf di bidang pendataan yang menangani pajak air bawah tanah, 

dari kelima pajak tersebut yang mengalami pencapaian realisasi tidak terprediksi 

yaitu pajak air bawah tanah. Hal ini dikarenakan pertambahan jumlah wajib pajak air 

bawah tanah tiap tahunnya yang terbilang sedikit. Sehingga penerimaan pajak air 

tanah diperkirakan tidak terlalu besar. Berikut penerimaan tahunan pajak air tanah 

selama tahun 2013-2015. 

 
Tabel 1.3  Target dan Penerimaan  Pajak Air Bawah Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah    

Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015) 

Tahun Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

2013 350.000.000,00 438.449.268,00 125,27 

2014 700.000.000,00 1.822.685.755,00 260,38 

2015 1.455.000.000,00 2.318.805.394,00 158,28 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi,  2016 

 

Penerimaan pajak air bawah tanah merupakan penerimaan pajak yang 

pencapaian tidak diprediksi, dapat sangat tinggi. Pada tahun 2014 penerimaan pajak 

air bawah tanah mencapai persentase realisasi sebesar 260,38% dari target. Namun di 

tahun 2015 mengalami penurunan persentase yaitu sebesar 158,28% dari target, 

namun target penerimaan meningkat sekitar 110% dari target penerimaan tahun 2014. 

Naik turunnya pencapaian target penerimaan pajak tersebut sangat dipengaruhi oleh 

jumlah wajib pajak air bawah tanah di Kabupaten Banyuwangi. Berikut rekap jumlah 

wajib pajak air bawah tanah sejak tahun 2013-2015. 
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Tabel 1.4  Rekap Jumlah Wajib Pajak Air Bawah Tanah Selama Tahun 2013-2015 pada  

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi  

No. Tahun Jumlah Wajib Pajak Kenaikan Wajib Pajak 

1. 2013 100 Wajib Pajak Tidak terjadi kenaikan 

2. 2014 140 Wajib Pajak 40 Wajib Pajak 

3. 2015 152 Wajib Pajak 12 Wajib Pajak 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi,  2016. 

 

Dlilhat dari tabel 1.3 dan 1.4 diatas pada tahun 2013 dengan 100 wajib pajak, 

realisasi penerimaan mencapai Rp. 438.449.268,00. Tahun 2014 jumlah wajib pajak 

140 orang, realisasi penerimaan mencapai 260,38% dari target penerimaan yaitu 

sebesar Rp. 1.822.685.755,00. Pada tahun 2015 target penerimaan naik sekitar 110% 

dari target tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.455.000.000,00, dengan jumlah wajib 

pajak sebanyak 152 wajib pajak. Jumlah wajib pajak tersebut bertambah 12 orang 

dari jumlah wajib pajak tahun 2014. Pertambahan jumlah wajib pajak yang terbilang 

kecil yaitu 12 wajib pajak selama 1 tahun, namun hal ini sangat berpengaruh terhadap 

jumlah penerimaan pajak air bawah tanah. 

Pertumbuhan jumlah usaha/perusahaan di Kabupaten Banyuwangi juga 

mempengaruhi penerimaan pajak air bawah tanah. Salah satu jenis usaha yang 

menggunakan air bawah tanah yaitu hotel/rumah kos/penginapan. Jumlah 

hotel/rumah kos/penginapan di Kabupaten Banyuwangi pada bulan Januari 2016, 

tercatat sebanyak 122 (lampiran K). Selain hotel, usaha seperti rumah makan, pabrik 

gula, pabrik semen, pabrik pembuatan sarden dan lain sebagainya yang menggunakan 

air bawah tanah dalam usahanya. Dengan meningkatnya jumlah usaha/perusahaan 

yang menggunakan air bawah tanah, maka penerimaan pajak air bawah tanah juga 

akan semakin tinggi. 

Pajak air bawah tanah dikenakan atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan 

air bawah tanah/air tanah kecuali pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah 

untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta 
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peribadatan dan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Yang 

dimaksud air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah 

permukaan tanah. Sistem pemingutan pajak air bawah tanah di Kabupaten 

Banyuwangi menggunakan Official Assessment System dimana pemungut pajak 

berwewenang penuh untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang. 

Dalam menentukan jumlah volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah 

tanah yaitu menggunakan alat meter air atau alat pengukur debit air. (Peraturan 

Bupati Banyuwangi No. 22 Tahun 2014  tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air 

Tanah) 

Berdasarkan potensi penerimaan pajak air bawah tanah dengan target 

penerimaan pajak air bawah tanah yang selalu meningkat, maka untuk mengetahui 

prosedur mulai dari perhitungan, penetapan, penyetoran, dan pelaporan pajak air 

bawah tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, dalam tugas 

akhir ini penulis akan membahas laporan tugas akhir yang berjudul : “Prosedur 

Penerimaan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Air Bawah Tanah di 

Kabupaten Banyuwangi” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Air 

Bawah Tanah  di Kabupaten Banyuwangi? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Adapun Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui serta memahami prosedur penerimaan pendapatan daerah 

dari sektor pajak air bawah tanah  di Kabupaten Banyuwangi, 
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b. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di 

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember, 

c. Memperoleh pengetahuan serta pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang 

telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III 

Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

Manfaat dari Praktek Kerja Nyata antara lain: 

a. Dapat memperoleh pengalaman mengenai Prosedur Penerimaan Pendapatan  

Daerah dari Sektor Pajak Air Bawah Tanah  di Kabupaten Banyuwangi dan  

untuk mengetahui keadaan sebenarnya di dunia kerja; 

b. Sebagai sarana untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam 

melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan; dan 

c. Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan informasi serta melatih keterampilan 

diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi dsan kondisi 

dalam dunia kerja. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Definisi Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak  

Menurut Resmi (2014:1) beberapa pengertian atau definisi tentang pajak 

sebagai berikut: 

a. Menurut Soemitro (dalam Resmi ,2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan 

kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang 

merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. 

b. Menurut Djajadiningrat (dalam Resmi ,2014:1), pajak adalah suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 

disebabkan suatu keadaan kejadian, dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yan 

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal 

balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan  secara 

umum. 

c. Menurut Feldmann (dalam Resmi, 2014:1), pajak adalah prestasi yang 

dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-

norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan 

semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. 

 

Dari beberapa definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak adalah iuran 

wajib yang dikeluarkan oleh rakyat ke kas negara yang bersifat memaksa dan 
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diatur dalam undang-undang, tanpa adanya jasa balik (kontraprestasi) secara 

langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak, yaitu: 

a Fungsi Penerimaan (Budgeter)  

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya (pemerintah). Sebagai contoh dimasukkannya 

pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

b Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat  untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:  

dikenakannya pajak  yang tinggi terhadap minuman keras, untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan 

terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 

 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi sebagai 

sumber penerimaan dan pengatur struktur pendapatan negara yang nantinya akan 

digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaraan negara. 

 

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan 

pemungutan pajak terdapat beberapa sistem yang perlu diperhatikan ada beberapa 

sistem yang biasa digunakan. Diantaranya yaitu: 

a. Official Assessment System 

Adalah sistem kewenangan pemungutan pajak sepenuhnya di pegang oleh 

fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, dalam hal 

ini wajib pajak bersifat pasif dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang 

terhutang.  

Ciri-ciri dari Official Assessment System yaitu fiskus memiliki wewenang 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dan wajib pajak bersifat 
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pasif. Contoh Official Assessment System adalah Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), Pajak Kendaraan Bermotor. 

b. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kewenangan sepenuhnya 

berada di wajib pajak. dalam sistem ini wajib pajak diharuskan untuk 

berperan aktif dalam proses pemungutan pajak seperti menghitung, 

menyetor, serta melaporkan sendiri pajaknya.  

Ciri-ciri dari Self Assessment System adalah: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri, 

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang, 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

Contoh Self Assessment System adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

c. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang kewenanganya berada di pihak 

ketiga. Pihak ketiga yang menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak. 

Ciri-ciri dari With Holding System yaitu wewenang yang menentukan 

besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain 

fiskus dan Wajib Pajak. Contoh With Holding System adalah PPh Pasal 21 

yang dilakukan oleh orang yang diberi kuasa untuk melakukan pelaporan. 

 

2.1.4 Tarif Pajak 

Menurut Halim et al. (2014:8)  tarif pajak dibagi 4 (empat) macam yaitu : 

a. Tarif Tetap 

Yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar 

pengenaan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : Bea 

Meterai. 

b. Tarif Sebanding (Proporsional) 
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Yaitu tarif dengan persentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar 

pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara 

proporsional sesuai dengan jumlah yang dikenakan. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

c. Tarif Progresif 

Yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik) apabila 

jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Contoh: tarif pajak 

untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 

d. Tarif Menurun (Degresif) 

Yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang 

menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.. 

 

2.1.5 Pengelompokan Pajak 

Pengelompokan pajak di Indonesia menurut Anwar (2014:36) dibagi 

berdasarkan golongan, sifat serta lembaga pemungutnya. Sebagai berikut: 

a. Menurut Golonganya, dibedakan menjadi 2, yaitu : 

1) Pajak Langsung  

Adalah pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak 

lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh : Pajak 

Penghasilan (PPh). 

2) Pajak Tidak Langsung 

Adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai.. 

b. Menurut Sifatnya, dibedakan menjadi 2 : 

1) Pajak Subjektif  

Adalah pajak yang pengenaannya pertama kali memperhatikan pribadi 

wajib pajak (subjek), dan setelah itu baru kemudian dicari objek 

pajaknya. Keadaan pribadi wajib pajak sangat mempengaruhi besarnya 

jumlah pajak yang terutang. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). 
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2) Pajak Objektif 

Adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan 

adalah objeknya, baru kemudian dicari subjeknya. Contoh : Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM). 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya, dibedakan menjadi 2 : 

1) Pajak Pusat  

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), dan Bea Materai. 

2) Pajak Daerah 

Adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Berdasarkan Undang-

Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

Bardasarkan Undang- Undang No No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

a. Pajak Provinsi, terdiri dari: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, 

5) Pajak Rokok. 

b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 
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3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7) Pajak Parkir; 

8) Pajak Air Tanah; 

9) Pajak Sarang Burung Walet; 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak 

terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti DKI Jakarta, jenis pajak 

yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan 

pajak untuk daerah kabupaten/kota. (dalam Mardiasmo 2011:13) 

 

2.2 Wajib Pajak , Subjek Pajak dan Objek Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan 

a. Wajib pajak adalah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan 

kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak 

tertentu. 

b. Subjek pajak adalah orang  pribadi  dan/atau  badan  yang  dapat  dikenakan 

pajak. 

c. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dikenakan 

pajak. 

 

2.3 Pajak Daerah 

2.3.1 Dasar Hukum 

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah : 

a. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, 
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b. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, 

c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

 

2.3.2 Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada  daerah  

yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

2.3.3 Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Reribusi Daerah: 

a. Wajib pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk 

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong 

pajak tertentu.. 

b. Subjek pajak daerah adalah orang  pribadi  dan/atau  badan  yang  dapat  

dikenakan pajak daerah.  

c. Objek pajak daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah. 

 

2.3.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah 

Kurniawan dan Purwanto (2004:47) mengemukakan bahwa kewenangan 

pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, dibagi menjadi pajak daerah 

provinsi dan pajak daerah kabupaten atau kota. 

Kewenangan tersebut memiliki perbedaan dalam pemungutanya. Perbedaan 

tersebut sebagai berikut: 
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a. Pajak provinsi kewenangan pemungut ada pada pemerintah daerah provinsi, 

sedangkan pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada 

pemerintah daerah kabupaten/kota. 

b. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak 

provinsi, selain itu objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas 

berdasarkan peraturan pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas 

objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang. 

 

2.3.5 Pengelompokan dan Tarif Pajak Daerah 

Bardasarkan Undang- Undang No No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Pajak Provinsi, terdiri dari: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%, 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%, 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%, 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%, 

5) Pajak Rokok 10%. 

b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: 

1) Pajak Hotel 10%; 

2) Pajak Restoran 10%; 

3) Pajak Hiburan 35%; 

4) Pajak Parkir 30%; 

5) Pajak Reklame 25%; 

6) Pajak Sarang Burung Walet 10%; 

7) Pajak Penerangan Jalan 10%; 

8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%; 

9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 0,3%; 

10) Pajak Air Tanah 20%; 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%. 
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2.4  Pajak Air Bawah Tanah 

2.4.1  Dasar Hukum 

a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah. 

c. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

d. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Air Tanah. 

 

2.4.2 Pengertian Pajak Air Bawah Tanah 

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, pajak air bawah tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 

batuan di bawah permukaan tanah.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas 

Undang-Undang No. 18 tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

Pajak Air Tanah semula bernama Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah 

Dan Air Permukaan (PPPABTAP) dan merupakan jenis pajak provinsi. Semenjak 

berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah Dan Air 

Permukaan (PPPABTAP) dipecah menjadi dua jenis pajak yaitu pajak air 

permukaan dan pajak air tanah. Yang dimaksud pajak air tanah menurut Peraturan 

Bupati Banyuwangi No. 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air 

Tanah sama dengan pajak air bawah tanah.  Pajak air permukaan dimasukan 

sebagai pajak provinsi sedangkan pajak air bawah tanah ditetapkan menjadi pajak 

kabupaten/kota.  
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2.4.3 Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Air Bawah Tanah 

a. Objek pajak air bawah tanah menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No. 22 

Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah adalah setiap 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah.. Objek Pajak yang 

dikecualikan dalam pengenaan pajak air bawah tanah yaitu: 

1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar 

rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta 

peribadatan; dan 

2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah, 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.  

b. Subjek pajak air bawah tanah menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No. 22 

Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah adalah orang 

pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

tanah.  

c. Wajib pajak air bawah tanah menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No. 22 

Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah adalah orang 

pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut 

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

 

2.4.4 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Air Bawah Tanah 

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, tarif pajak air bawah tanah yaitu sebesar 20% dari dasar 

pengenaan pajak air bawah tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan 

air tanah dinyatakan dalam rupiah dan dihitung dengan mempertimbangkan 

sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: 

a. Jenis sumber air; 

b. Lokasi sumber air; 

c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 

d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 

e. Kualitas air; dan 
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f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air. 

Penggunaan faktor-faktor tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-

masing daerah. Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati/Walikota. 

 

2.4.5 Perhitungan dan Penetapan atas Pajak Air Bawah Tanah 

Kurniawan dan Purwanto (2004:94) mengemukakan bahwa dasar 

pengenaan pajak yakni nilai perolehan air. Sedangkan cara menghitung nilai 

perolehan air yakni mengalikan volume air dengan harga dasar air yang ditetapkan 

oleh kepala daerah secara periodik. 

  

 

Cara menetapkan volume pemakaian air dapat dilakukan dengan cara 

berikut: 

1) Pemakaian air yang menggunakan alat meter air dalam setiap meter 

kubiknya, ditetapkan atas pengurangan antara angka meter terakhir dengan 

meter awal. Contohnya: meter air awal menunjukkan angka 12.500 m3, 

meter alhir menunjukkan angka 12.000 m3 sehingga penggunaan satu bulan 

= 500 m3. 

2) Pemakaian air yang tidak menggunakan meter air dihitung berdasarkan 

debit air yang tercantum dalam izin atau berdasarkan diameter pipa yang 

digunakan untuk mengambil. 

Penetapan pajak air bawah tanah menurut Peraturan Bupati Banyuwangi 

No. 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, yaitu dengan 

diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. 

 

Pajak Terutang = (Pemakaian Volume Air X Harga Dasar Air) X Tarif 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

 

3.1 Gambaran Umum Instansi 

3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Pada tahun 2009 terjadi efisiensi organisasi, DISPENDA  digabung menjadi 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang berkantor di 

Jalan Adi Sucipto Banyuwangi. DPPKD terdiri dari Bagian Keuangan, Kas 

Daerah, dan Dinas Pendapatan.  

Bulan September tahun 2011 terjadi pemisahan lembaga teknis dengan 

lembaga administrasi. Yang menjadi lembaga teknis adalah Dinas Pendapatan 

Kabupaten Banyuwangi, yang saat ini berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprapto 

No. 140 Banyuwangi. Sedangkan Lembaga Administrasi adalah Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang terdiri dari Bagian 

Keuangan, Kas Daerah, dan Aset yang berkantor di kantor Pemerintah Daerah 

Jalan Ahmad Yani No. 100 Kabupaten Banyuwangi. 

 

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan 

tugasnya memiliki visi dan misi. Berikut visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi : 

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi : PAD Sumber 

Utama APBD (Pendapatan Asli Daerah menjadi Sumber Utama Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah).  

Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

dirumuskan dengan mengacu pada visi dan tupoksi yang diemban, yaitu sebagai 

berikut : 

a Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas; 
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b Mewujudkan masyarakat sadar pajak dan retribusi; 

c Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. 

 

3.1.3 Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi berlokasi di Jalan Jaksa 

Agung Suprapto No. 140 Lingkungan Mojoroto Kelurahan Mojopanggung 

Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.   

 

3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten 

Banyuwangi 

3.2.1 Kedudukan 

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur pelaksana 

bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipimpin oleh Kepala 

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi mempunyai 

tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan, 

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten 

Banyuwangi, mengacu pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 56 Tahun 

2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten 

Banyuwangi. 

 

3.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pendapatan dan pengelolaan pasar; 

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar 

Daerah; 
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b. Pengordinasian penyusunan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan 

Pasar Daerah; 

c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan 

Pasar Daerah; 

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja bidang 

pendapatan; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

3.3  Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan 

3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

terdiri atas: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris terdiri atas: 

1) Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian; 

2) Kasubag Keuangan dan Perlengkapan; 

3) Kasubag Penyusun Program. 

c. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri atas: 

1) Kasi Pendataan dan Penetapan; 

2) Kasi Pendataan; 

3) Kasi Penetapan. 

d. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas: 

1) Kasi Bidang Pengihan, Pengendalian dan Pelaporan; 

2) Kasi Penagihan; 

3) Kasi Pengendalian Operasional; 

4) Kasi Pelaporan. 

e. Bidang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan/atau Bangunan) terdiri atas: 

1) Kasi PBB dan BPHTB; 

2) Kasi PBB; 
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3) Kasi BPHTB. 

f. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri atas: 

1) Kasi Pengelolaan Pasar; 

2) Kasi Retribusi dan Perizinan; 

3) Kasi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban. 

Gambar bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

3.3.2 Deskripsi Jabatan 

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No 56 Tahun 2011, adapun 

deskripsi jabatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai 

berikut :  

a Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut : 

1) Merumuskan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian 

bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar; 

2) Memimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas 

pokok dinas; 

3) Melaksanakan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

4) Melaksanakan pendaftaran, pendataan wajib dan objek pajak daerah 

dan retribusi daerah; 

5) Mengkordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

pendapatan dan pengelolaan pasar. 

6) Melaksanakan  pembinaan  teknis  dan  administratif  pada  unit  

pelaksana  teknis  dinas  dan  pejabat  fungsional  di  lingkungan  Dinas 

Pendapatan; 

7) Melaksanakan  pembinaan  pegawai  di  lingkungan  Dinas Pendapatan; 

8) Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; 
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9) Memonitor  serta  mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  bawahan agar 

sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang 

berlaku; 

10) Menyampaikan  laporan  hasil  evaluasi,  saran  dan pertimbangan  di 

bidang  tugas  dan  fungsinya  kepada  Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

 

b Sekretaris  

Sekretaris memiliki tugas pokok menyusun rencana kegiatan, 

melaksanakan, mengkordinasikan dan pengendalian kegiatan pengelolaan 

keuangan, kepegawaian, perlengkapan, urusan umum dan penyusunan 

program. Selain tugas pokok tersebut, sekretaris juga memiliki tugas : 

1) Menyusun  rencana  sekretariat  berdasarkan  rencana kerja dinas; 

2) Menyelenggarakan  administrasi  umum,  kepegawaian, keuangan dan 

perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan 

fungsi dinas; 

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di 

lingkungan dinas; 

4) Menyelenggarakan  hubungan  kerja  di  bidang  administrasi dengan 

satuan kerja perangkat daerah terkait; 

5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung;  

6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pertimbangan karier;  

7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris memiliki beberapa fungsi, 

diantaranya : 

1) Pengelolaan  dan  pelayanan  administrasi  umum, kepegawaian, 

keuangan  dan  perlengkapan  untuk mendukung  kelancaran  

pelaksanaan  tugas  dan fungsi dinas; 
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2) Pengkoordinasian  pelaksanaan  penyusunan  program  dan kegiatan di 

lingkungan dinas; 

3) Penyelenggaraan  hubungan  kerja  di  bidang  administrasi dengan 

satuan kerja perangkat daerah terkait; 

4) Pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan dibantu oleh kepala 

seksi. Masing-masing kepala seksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 

(a) Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian  mempunyai tugas: 

(1) Menyusun  rencana  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian sesuai 

dengan rencana kerja dinas;  

(2) Melaksanakan  pelayanan  administrasi  umum,  urusan dalam,  urusan 

surat-menyurat,  ketatalaksanaan  dan kepegawaian;  

(3) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung;  

(4) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier;  

(5) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya;  

(6) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

 

(b) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas: 

(1) Menyusun  rencana  Sub  Bagian  Keuangan  dan Perlengkapan sesuai 

dengan rencana kerja dinas;  

(2) Melaksanakan  pengelolaan,  pengadministrasian  dan pembukuan 

keuangan dinas;  

(3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan 

keuangan dinas;  

(4) Menyusun  rencana  kebutuhan  dan  mendistribusikan barang 

perlengkapan; 

(5) Menyiapkan  bahan  untuk  penghapusan  barang  serta melakukan 

inventarisasi  barang  yang  dikelola  maupun dikuasai dinas; 
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(6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung;  

(7) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya;  

(9) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

 

(c) Kepala  Sub  Bagian  Penyusunan  Program  mempunyai tugas: 

(1) Menyusun  rencana  Sub  Bagian  Penyusunan  program sesuai dengan 

rencana kerja dinas;  

(2) Menghimpun  bahan  dalam  rangka  perencanaan  program, kegiatan 

dan anggaran dinas;  

(3) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;  

(4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung;  

(5) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

(7) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan.  

 

c Bidang Pendataan dan Penetapan 

Bidang  Pendataan  dan  Penetapan  mempunyai  tugas   pokok 

melaksanakan kegiatan pendataan wajib pajak daerah (kecuali PBB  dan  

BPHTB),  dan  retribusi  daerah,  penghitungan  dan penetapan  jumlah 

pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang terhutang. Selain memiliki fungsi 

pokok bidang Pendataan dan Penetapan memiliki beberapa tugas 

diantaranya : 

1) Menyusun  rencana  Bidang  Pendataan  dan  Penetapan sesuai dengan 

rencana kerja Dinas; 

2) Mengolah  data  subyek  dan  obyek  pajak,  dan  retribusi daerah 

melalui  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang (SPPT) serta 
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pemeriksaan lokasi/ lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi 

lainnya; 

3) Menyusun    daftar  induk  wajib  pajak  daerah,  dan  wajib retribusi 

daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang 

berkaitan dengan pendataan; 

4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah  pajak daerah, dan 

retribusi daerah; 

5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier;  

7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 

8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pendataan dan Penetapan 

memiliki beberapa fungsi, yaitu : 

1) Pengolahan   data  subyek  dan  obyek  pajak  (kecuali PBB dan  

BPHTB), dan  retribusi  daerah  melalui  Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan  atas  tembusan  

surat  dinas  dari  instansi lainnya; 

2) Penyusunan   Daftar  Induk  Wajib  Pajak  Daerah  (kecuali PBB dan 

BPHTB), dan wajib retribusi daerah; 

3) Penyimpanan  surat  perpajakan  dan  retribusi  daerah  yang berkaitan 

dengan pendataan; 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

Bagian-bagian dari bidang pendataan dan penetapan yaitu: 

(a) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas : 

(1) Menyusun  rencana  Bidang  Pendataan  dan  Penetapan sesuai dengan 

rencana kerja Dinas;  

(2) Mengolah  data  subyek  dan  obyek  pajak,  dan  retribusi daerah  

melalui Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutangn(SPPT) serta 
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pemeriksaan lokasi/ lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi 

lainnya;  

(3) Menyusun    daftar  induk  wajib  pajak  daerah,  dan  wajib retribusi 

daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang 

berkaitan dengan pendataan;  

(4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah  pajak daerah, dan 

retribusi daerah; 

(5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung;  

(6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier;  

(7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya;  

(8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

 

(b) Kepala Seksi Pendataan memiliki tugas : 

(1) Menyusun  rencana  kerja  Seksi  Pendataan  sesuai  dengan rencana 

kerja dinas; 

(2) Menghimpun,  mengelola  dan  mencatat data  obyek  pajak, dan 

subyek pajak serta retribusi daerah; 

(3) Melakukan  pemeriksaan  lapangan/lokasi,  menyusun laporan hasil 

dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;  

(4) Mendistribusikan  dan  menerima  kembali  formulir pendaftaran yang 

telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah; 

(5) Membuat  dan  memelihara  daftar  induk  wajib  pajak  dan retribusi 

daerah; 

(6) Menyusun  laporan  formulir  pendaftaran  wajib  pajak  dan retribusi 

daerah yang diterima kembali; 

(7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); 

(8) Menyimpan  arsip  surat  perpajakan  dan  retribusi  daerah yang 

berkaitan dengan pendataan; 
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(9) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(10) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(11) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas  pokok dan fungsinya; 

(12) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

 

(c) Kepala Seksi Penetapan memiliki tugas : 

(1) Menyusun rencana kerja Seksi Penetapan sesuai  dengan rencana kerja 

dinas; 

(2) Melaksanakan penghitungan penetapan  pajak  daerah dan  retribusi 

daerah; 

(3) Melaksanakan  penerbitan,  pendistribusian  dan penyimpanan  arsip 

surat  perpajakan  dan  retribusi  daerah yang berkaitan dengan 

penetapan; 

(4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(5) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 

(7) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

 

d Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan  

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan memiliki tugas pokok 

diantaranya yaitu : 

1) Melaksanakan  penagihan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah (kecuali   

PBB  dan  BPHTB)  yang  telah  melampaui batas  waktu  jatuh tempo, 

melayani  keberatan  dan permohonan  banding  serta  mengumpulkan  

dan  mengolah data  sumber-sumber  penerimaan  daerah  lainnya  

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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2) Melaksanakan  perencanaan,  pengendalian  operasional serta 

pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan  pada Bidang Pendataan 

dan  Penetapan,  Bidang  Penagihan, Pengendalian  Operasional  dan 

Pelaporan,  Bidang  PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar 

Bidang PBB dan BPHTB Bidang Pengelolaan Pasar. 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Penagihan, Pengendalian 

Pelaporan Pendapatan mempunyai fungsi : 

1) Pelaksanaan  penagihan  pajak  daerah  (kecuali  PBB  dan BPHTB) 

serta  memberikan  pelayanan  keberatan  sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

2) Penyiapan  laporan  realisasi  penerimaan  dan  tunggakan 

pemungutan/pembayaran/penyetoran  pajak  daerah, retribusi  daerah, 

realisasi  penerimaan/pengeluaran  dan sisa persediaan benda berharga 

secara berkala; 

3) Perencanaan,  pengendalian  operasional  dan  pengawasan intern 

terkait  dengan   pelaksanaan  pada   Bidang Pendataan  dan Penetapan, 

Bidang  Penagihan, Penendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan 

BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar; 

4) Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian-bagian pada Bidang Penagihan, Pengendalian Dan Peloporan yaitu: 

a) Kepala  Bidang  Penagihan,  Pengendalian  dan  Pelaporan mempunyai 

tugas: 

(1) Menyusun   rencana  Bidang  Penagihan  dan  Pelaporan pendapatan 

sesuai dengan rencana kerja Dinas; 

(2) Melaksanakan   penagihan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah serta  

memberikan  pelayanan  keberatan  sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

(3) Menyusun  laporan  realisasi  penerimaan  dan  tunggakan 

pemungutan/pembayaran/penyetoran  pajak  daerah  dan retribusi 

daerah dan realisasi penerimaan/pengeluaran; 
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(4) Melaksanakan  perencanaan,  pengendalian  operasional dan 

pengawasan  intern  terkait  dengan  pelaksanaan  pada Bidang 

Pendataan  dan  Penetapan,  Bidang  Penagihan, Pengendalian dan 

Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar; 

(5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

(8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

 

b) Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas: 

(1) Menyusun  rencana  kerja  Seksi  Penagihan  Pendapatan sesuai dengan 

rencana kerja Dinas; 

(2) Menerbitkan  surat  tagihan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah; 

(3) Menerima  dan  memproses  permohonan  keberatan  dari wajib pajak 

daerah dan wajib retribusi daerah; 

(4) Memproses  penerbitan  surat  persetujuan  dan  atau penolakan 

permohonan keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah; 

(5) Menerima  semua  hasil  penagihan,  penerimaan  dan menyetorkan 

langsung ke rekening umum kas daerah; 

(6) Melaksanakan  pembinaan  teknis  operasional,  bimbingan dan  

petunjuk  kepada  semua  unit  kerja  daerah  yang melaksanakan 

pemungutan pajak daerah; 

(7) Melaksanakan penertiban pajak daerah; 

(8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(9) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

(11) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 
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c) Kepala Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas: 

(1) Menyusun rencana seksi pengendalian operasional  sesuai dengan 

rencana kerja dinas; 

(2) Melaksanakan  kegiatan  perencanaan,  pengendalian  dan  pengawasan  

administrasi  atas  pelaksanaan  pemungutan pajak, retribusi dan 

pendapatan lainnya; 

(3) Menyelenggarakan  pembinaan  teknis  operasional, bimbingan dan  

petunjuk  kepada  unit  kerja  daerah  yang melaksanakan pemungutan 

pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

(4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(5) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya;Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  

kepada atasan. 

 

d) Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas: 

(1) Menyusun  rencana  kerja  Seksi  Pelaporan  Pendapatan sesuai dengan 

rencana kerja dinas; 

(2) Menyiapkan  laporan  secara  berkala  mengenai  realisasi penerimaan  

dan  tunggakan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  serta  pendapatan  

daerah  lainnya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku;  

(3) Menyelenggarakan  pembukuan  semua  hasil  penerimaan daerah; 

(4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(5) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

(7) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan.  
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e Bidang PBB dan BPHTB 

Bidang  PBB  dan  BPHTB  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan 

kegiatan  Pendataan  Wajib  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  dan  Bea  

Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan 

penghitungan, penetapan dan  penagihan  jumlah  pajak  yang  telah 

melampaui  batas waktu  jatuh  tempo,  melayani  keberatan  dan 

permohonan banding serta pelaporan. 

Untuk  melaksanakan  tugas  pokoknya Bidang PBB dan BPHTB 

mempunyai fungsi :  

1) Pengolahan   data  subyek  dan  obyek  PBB  dan  BPHTB melalui 

Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT) serta  pemeriksaan  

lokasi/lapangan  atas  tembusan  surat dinas dari Instansi lainnya; 

2) Penyusunan   daftar  Induk  Wajib  Pajak  PBB  dan  BPHTB, dan 

penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan denganpendataan; 

3) Penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta 

menghitung  besarnya  angsuran  atas  permohonan wajib pajak;  

4) Penyusunan  laporan  realisasi  penerimaan  dan  tunggakan 

pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB; 

5) Penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Bagian-bagian bidang PBB dan BPHTB yaitu: 

a) Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas : 

(1) Menyusun  rencana  Bidang  PBB  dan  BPHTB   sesuai dengan 

rencana kerja Dinas; 

(2) Mengolah    data  subyek  dan  obyek  PBB  dan  BPHTB melalui  

Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT) serta  pemeriksaan 

lokasi  /  lapangan  atas  tembusan  surat dinas dari Instansi lainnya; 

(3) Menyusun    daftar  Induk  wajib  PBB  dan  BPHTB  dan menyimpan 

surat perpajakan; 
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(4) Melaksanakan   penghitungan  dan  penetapan  jumlah  PBB dan 

BPHTB  yang  terhutang  serta  menghitung  besarnya angsuran atas 

permohonan wajib pajak; 

(5) Melaksanakan  penagihan  PBB  dan  BPHTB  serta memberikan 

pelayanan  keberatan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku; 

(6) Menyediakan    konsep  perencanaan  pendapatan  daerah yang 

bersumber dari PBB dan BPHTB; 

(7) Menyediakan  bahan  informasi  penerimaan  PBB  dan BPHTB 

sebagai  bahan  penyusunan  laporan  realisasi penerimaan; 

(8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(9) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya;  

(11) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

 

b) Kepala Seksi PBB mempunyai tugas :  

(1) Menyusun  rencana  Seksi  PBB  sesuai    dengan  rencana kerja dinas; 

(2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek  PBB serta 

menetapkan SPT PBB;  

(3) Melakukan  pemeriksaan  lapangan/lokasi  dan  menyusun laporan 

hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;  

(4) Mendistribusikan  dan  menerima  kembali  formulir pendaftaran yang 

telah diisi oleh wajib pajak; 

(5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib PBB; 

(6) Membuat  laporan  tentang  formulir  pendaftaran  wajib  PBB yang 

diterima kembali; 

(7) Menetapkan  Nomor  Pokok Wajib  Pajak  Daerah  (NPWPD) khusus 

PBB; 

(8) Menyimpan  arsip  surat  perpajakan  PBB  yang  berkaitan dengan 

pendataan pendapatan; 
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(9) Menyampaian  Surat  Pemberitahuan  Obyek  Pajak  (SPOP) PBB 

kepada wajib pajak; 

(10) Menerbitkan surat tagihan PBB; 

(11) Menerima  dan  memproses  permohonan  keberatan  dari wajib PBB; 

(12) Memproses  penerbitan  surat  persetujuan  dan/atau penolakan 

permohonan keberatan wajib pajak; 

(13) Menerima  semua  hasil  penagihan,  penerimaan  dan menyetorkan  

langsung ke rekening umum kas daerah; 

(14) Melaksanakan  pembinaan  teknis  operasional,  bimbingan dan 

petunjuk  kepada  semua  unit  kerja  daerah  yang melaksanakan 

pemungutan  pajak  daerah,  PBB  dan pendapatan daerah lainnya; 

(15) Melaksanakan pengolahan data pajak PBB sebagai bahan penyusunan 

laporan penerimaan pendapatan; 

(16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(17) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 

(19) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

 

c) Kepala Seksi BPHTB mempunyai tugas : 

(1) Menyusun rencana Seksi BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas; 

(2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek  PBB serta 

menetapkan SPT BPHTB; 

(3) Melakukan  pemeriksaan  lapangan/lokasi  dan  menyusun laporan 

hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali; 

(4) Mendistribusikan  dan  menerima  kembali  formulir pendaftaran yang 

telah diisi oleh wajib pajak BPHTB; 

(5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak BPHTB; 

(6) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak BPHTB 

yang diterima kembali; 
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(7) Menetapkan  Nomor  Pokok Wajib  Pajak  Daerah  (NPWPD) khusus 

pajak BPHTB; 

(8) Menyimpan arsip surat perpajakan BPHTB yang berkaitan dengan 

pendataan pendapatan; 

(9) Menyampaian  Surat  Pemberitahuan  Obyek  Pajak  (SPOP) BPHTB 

kepada wajib pajak; 

(10) Menerbitkan surat tagihan pajak BPHTB; 

(11) Menerima  dan  memproses  permohonan  keberatan  dari wajib pajak 

BPHTB; 

(12) Memproses  penerbitan  surat  persetujuan  dan  atau penolakan 

permohonan keberatan wajib pajak BPHTB; 

(13) Menerima  semua  hasil  penagihan,  penerimaan  dan Menyetorkan 

langsung ke rekening umum kas daerah; 

(14) Melaksanakan  pembinaan  teknis  operasional,  bimbingan dan 

petunjuk  kepada  semua  unit  kerja  daerah  yang melaksanakan 

pemungutan pajak BPHTB; 

(15) Melaksanakan  pengolahan  data  pajak  BPHTB  sebagai bahan 

penyusunan laporan penerimaan pendapatan; 

(16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(17) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier;  

(18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 

(19) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

 

f Bidang Pengelolaan Pasar 

Bidang  Pengelolaan  Pasar  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan 

penyusunan  dan  pelaksanaan  program pengelolaan pasar.  

Untuk  melaksanakan  tugas  pokoknya Bidang Pengelolaan Pasar 

mempunyai fungsi : 
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1) Perumusan  kebijakan  dan  penyusunan  rencana  teknis pengelolaan 

pasar  termasuk  di  dalamnya  peningkatan sarana dan prasarana; 

2) Pelayanan  masyarakat  menyangkut  penyediaan  tempat yang  sehat 

dan  memenuhi  syarat  untuk  berjualan  dan berbelanja bagi 

masyarakat; 

3) Pelaksanaan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas 

bangunan pasar; 

4) Pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya 

sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan yang 

berlaku; 

5) Pemeliharaan, kebersihan dan keamanan pasar;  

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas 

dan fungsinya. 

Bagian-bagian dari Bidang Pengelolaan Pasar yaitu: 

a) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:  

(1) Menyusun   rencana  Bidang  Pengelolaan  Pasar   sesuai dengan 

rencana keja Dinas; 

(2) Melaksanakan  pengaturan  penempatan  pedagang  dalam pasar; 

(3) Melaksanakan  proses  perizinan  penempatan/sewa menyewa atas 

bangunan dalam pasar; 

(4) Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan  jasa 

jasa  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang 

undangan yang berlaku; 

(5) Melaksanakan  pembukuan  atas  hasil  retribusi  serta pendapatan 

lainnya; 

(6) Melaksanakan  pemeliharaan  bangunan,  kebersihan, ketertiban dan 

keamanan pasar; 

(7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(8) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier;  
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(9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 

(10) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

 

b) Kepala Seksi Retribusi dan Perizinan mempunyai tugas : 

(1) Menyusun  rencana  Seksi  Retribusi  dan  Perizinan   sesuai dengan 

rencana kerja Dinas; 

(2) Melaksanakan  pemungutan  atas  retribusi  pasar  serta pendapatan 

lain dari hasil pengelolaan pasar; 

(3) Melaksanakan  pembukuan  semua  hasil  retribusi  pasar serta 

pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar; 

(4) Membantu  melaksanakan  proses  administrasi  izin penempatan / 

sewa menyewa dari bangunan pasar; 

(5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 

(8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas / kegiatan  kepada atasan. 

 

c) Kepala  Seksi  Pemeliharaan,  Kebersihan  dan  Ketertiban mempunyai 

tugas : 

(1) Menyusun  rencana  Seksi  Pemeliharaan,  Kebersihan  dan Ketertiban 

sesuai dengan rencana kerja dinas; 

(2) Melaksanakan  kegiatan  pemeliharaan  bangunan  pasar, kebersihan 

dan ketertiban pasar; 

(3) Mengadakan  pengawasan  keamanan  dan  melaksanakan tindakan 

yang bersifat preventif maupun represif; 

(4) Melakukan  tindakan  penyegelan  dan  pembukaan  kembali terhadap 

kios/toko yang bermasalah; 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


39 

 

(5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan 

saling mendukung; 

(6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

(7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya; 

(8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

 

g UPTD mempunyai tugas: 

1) UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 

teknis penunjang; 

2) Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan 

kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan 

masyarakat; 

3) Kegiatan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dinas; 

4) Pengaturan tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati lainnya. 

 

h Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas: 

1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi 

yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku; 

2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; 

3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional 

yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; 
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5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja; 

6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku; 

7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi 

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, 2016 
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BAB 5. PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan 

pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik 

kesimpulan dalam Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Air 

Bawah Tanah di Kabupaten Banyuwangi yaitu : 

a. Penulis mengetahui serta memahami prosedur penerimaan pendapatan 

daerah dari sektor pajak air bawah tanah  di Kabupaten Banyuwangi, yaitu 

meliputi: 

1) Tahap pertama yaitu wajib pajak melakukan pengisian SPTPD (Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah) golongan 2 atas pajak air bawah tanah 

terlebih dahulu untuk memberitahukan data objek pajaknya. 

2) Tahap kedua yaitu perhitungan pajak air bawah tanah, tarif ditetapkan 

sebesar 20% dikalikan dasar pengenaan pajak. Besarnya tarif telah 

ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi 

berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 22 Tahun 2014 

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Ait Tanah. 

3) Tahap ketiga yaitu penetapan pajak air bawah tanah dilaksanakan 

setelah pajak terutang dihitung oleh bagian penetapan, kemudian 

ditetapak dengan dicetaknya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 

dan ditandatangani oleh kepala seksi penetapan. 

4) Tahap keempat yaitu penyetoran pajak air bawah tanah yang terutang 

disetorkan oleh wajib pajak ke bank jatim, dengan membawa SKPD 

sebagai bukti setor dan bukti penetapan pajak air bawah tanah yang 

terutang. 
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5) Tahap kelima yaitu pelaporan, dari bank Jatim wajib pajak akan 

mendapatkan bukti pembayaran dan tanda lunas pada SKPD yang 

akan disampaikan/dilaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. Dan kepala seksi penetapan akan menghapus hutang 

pajak pada sistem. 

b. Penulis telah memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan 

pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Jember, 

c. Penulis memperoleh pengetahuan tentang prosedur penerimaan pendapatan 

daerah dari sektor pajak air bawah tanah, dan pengalaman kerja sebagai 

penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di 

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember..  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, dalam prosedur penerimaan 

pendapatan daerah dari sektor pajak air bawah tanah yang meliputi perhitungan, 

penetapan, penyetoran dan pelaporan, dari keempat tahap tersebut tahap 

penagihan masih terbatas dalam pelaksanaannya. Penagihan pajak hanya sebatas 

penagihan secara pasif yaitu dikeluarkannya surat teguran dan surat tagihan saja, 

dan bentuk penagihan terakhir yaitu pendekatan secara individu oleh dinas kepada 

wajib pajak agar mau membayar pajak yang terutang. Terbatasnya pelaksanaan 

penagihan pajak ini dikarenakan tidak adanya payung hukum bagi dinas 

melakukan penagihan secara aktif seperti melakukan sita, dan tidak adanya 

sumber daya manusia (SDM) yang memang khusus diberikan pelatihan untuk 

melakukan penagihan secara aktif. Sehingga perlu khususnya bagi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Banyuwangi menetapkan dasar hukum agar dinas dapat 

melakukan penagihan secara aktif, sehingga tunggakan pajak pun akan berkurang 

dan ini akan berdampak pada jumlah penerimaan pendapatan daerah yang akan 

semakin meningkat. 
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LAMPIRAN A.  Surat Permohonan Tempat Magang 
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LAMPIRAN B.  Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 
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LAMPIRAN C.   Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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LAMPIRAN D.  Daftar Hadir 
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LAMPIRAN E.  Surat Selesai Praktek Kerja Nyata 
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LAMPIRAN F.  Surat Nilai Praktek Kerja Nyata 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


82 
 

LAMPIRAN G.  Surat Tugas Dosen Supervisi 
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LAMPIRAN H.  Surat Tugas Dosen Pembimbing 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


84 
 

LAMPIRAN I.  Daftar Kegiatan Bimbingan 
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LAMPIRAN J.  Data Wajib Pajak dan Objek Pajak Air Bawah Tanah 

selama tahun 2015 (Desember 2015) 

 

1 Hotel Rahayu Jl. DR.Sutomo Banyuwangi 86
2 Hotel Berlin Barat Jl. MT.Haryono Banyuwangi 565
3 Pabrik Lemun Hongkong Jl. Wahid hasyim Banyuwangi 176
4 Mirah Fantasi Jl. Karimun Jawa- Lateng Banyuwangi 972
5 Kecap Sumber Arum Jl. Ikan Gurami- Karangrejo Banyuwangi 408
6 BRI Cabang A.Yani Jl. A.Yani No 12 Banyuwangi 359
7 PT.Hardys/Ramayana Jl. Adisucipto Banyuwangi 1512
8 Hotel Baru I Jl. MT. Haryono Banyuwangi 565
9 Hotel baru II Jl. MT. Haryono Banyuwangi 565

10 PT.VOB Bank Buana Jl. PB Sudirman Banyuwangi 720
11 Hotel Kumala Jl. A.Yani Banyuwangi 281
12 Pabrik Es Karangrejo Karangrejo Banyuwangi 1201
13 Hotel Bhakti Jl. PB.Sudirman Banyuwangi 384
14 PT.B C A Jl.PB Sudirman Banyuwangi 515
15 Garuda Tegel Jl. Basuki Rahmat Banyuwangi 346
17 CMUD Jaya makmur Jl. Brawijaya Banyuwangi 405
18 ROXY Suer Market Jl. A.Yani Banyuwangi 950
19 RS.Bunda Jl. Adisucipto Banyuwangi 432
20 PT.Pesona Timur Perum Regensi Tamanbaru Banyuwangi 900
21 CM.Alvero Jl. Basuki Rahmat Banyuwangi 324
22 Pabrik Limun Hawai Jl. DR.Sutomo Banyuwangi 176
23 Kecap jaya baru Jl.DI Panjaitan Banyuwangi 405
24 Hotel Slamet Jl. Pieretendean Banyuwangi 1130
25 Hotel Anda Jl. Basuki Rahmat Banyuwangi 248
26 Giant Supermarket Jl. Basuki Rahmat Banyuwangi 1512
27 CV.Wisma TW Jl. Adisucipto Banyuwangi 400
28 AZZAM Jl. Basuki Rahmat Banyuwangi 260
29 Marsya I Karangrejo Banyuwangi 232
30 Marsya II Sobo Banyuwangi 232
31 CM.Cahya Jl. Brawijaya Banyuwangi 167
32 GAS AUTO CARE Tukangkayu Banyuwangi 376
33 Hotel Blambangan Jl Dr Soetomo 4 Banyuwangi 855

Giri
1 Hotel Tanjung Asri Penataban Giri Giri 416
2 Hotel Iktiyar Surya Jl. Gajah Mada Gri Giri 432
3 CV. Air Mas Raden Wjaya Gri Giri 164
4 UD. Sari Motor Jl. Brawijaya Giri Giri 113
5 Rumah Sakit Yasmin Jl. Letkol Istiqlah Giri Giri 240
6 Perum Jati Kayangan Jl. Raden Wijaya Giri Giri 1000 Pakai Meteran
7 Peternakan Ayam petelor Kopen bayah Giri 120

Glagah
1 Hotel warata Banjarsari  Glagah Glagah 428
2 SMK Negeri Glagah/ stm Jl. Kuntulan Bakungan Glagah 360

Licin
1 Hotel ijen Resort Kloncung licin Licin 1474

Kalipuro
1 Hotel Watudodol Jl. Raya Situbondo Kalipuro 432
2 Hotel Berlian Abadi Jl. Yosudarso Kalipuro 1035
3 Hotel Manyar Jl. Gatotsubroto Kalipuro 1105
4 UD.Ndaru Laut Jl. Raya Situbondo Kalipuro 324
5 PT.Windu  Laut Selogiri Ketapang Kalipuro 432
6 PT.Eratama PM Jl. Gatot Subroto Kalipuro 585

KeteranganNo Nama Wajib Pajak Alamat Wajib Pajak Kecamatan Volume 
Pemakai
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7 Hotel banyuwangi Beach Jl. Gatot Subroto Kalipuro 575
8 CV.Servio/Kastari Jl. Gatot Subroto Kalipuro 275
9 UD.Langgeng Jl. Gatot Subroto Kalipuro 387

10 PT.Bosowa Trading Itern Tanjung wangi Kalipuro 324
11 Hotel Baru Beach II Jl.Raya Situbondo Kalipuro 486
12 Hotel Ketapang Indah Jl. Gatot Subroto Kalipuro 1170
13 PT.Sumitama Inti Nusa Jl. Gatot Subroto Kalipuro 750
14 PT.Pertamina Tanjungwangi Jl. Gatot Subroto Kalipuro 538
15 CV.Tunjung Mekar Jl. Yosudarso Kalipuro 205
16 PT.Suritani Pemuka Jl. Raya Situbondo Kalipuro 270
17 Pabrik Es.E Sutris Jl. Yosudarso Kalipuro 378
18 Hotel Mirah Jl. Yosudarso Kalipuro 1010
19 Rajawali/Jimi Auto Jl. Yosudarso Kalipuro 324
20 PT.Windu Blambangan Sejahtera Jl. Gatotsubroto Kalipuro 2505
21 HIPAM H.Busro Gombengsari Kalipuro 750
22 PT.Suri Tani Pemuka Jl. Gatotsubroto Kalipuro 1620
23 PT.Mayangsari BM Jl.Yosudarso Kalipuro 277
24 Depo Kereta SAM Jl.Gatotsubroto Kalipuro 670
25 Cahaya Makmur Jl.R.Suprapto Kalipuro 259
26 PT.Tirta Mas Lestari Jl.Argopuro 72 Kalipuro 860 Pakai Meteran
27 PT.Navo Jl.Bawean Kalipuro 806
28 Restotan Grafika Jl.Rayasitubondo Kalipuro 460
29 ferly service jl. Lingkr ketapang Kalipuro 340
30 PT 1368 Jl. Yos Sudarso 72 Kalipuro 1871
31 Himppam Sekarwangi Secang-Kalipuro Kalipuro 1400
32 Anugrah Tirta Jl. Argopuro Kalipuro 400
33 Pabrik es Air Rejeki Jl. Argopuro Kalipuro 2508
34 SPBE Jl. Argopuro Kalipuro 723
35 Muhammad Sulam Hippam Suko Secang-Kalipuro Kalipuro 684
36 PT. Mutiara Blambangan Gatot Subroto Klpuro Kalipuro 113
37 PT. Pelindo III Tanjungwangi Kalipuro 3120 Pakai Meteran
38 PT ASDP Ketapang Kalipuro 3547 Pakai Meteran
39 Hotel Cawang Indah Ketapang Kalipuro 210

Wongsorejo
1 PT. Surya Abadi KA Bangsring Wongsrjo Wongsorejo 616
2 PT.Aremix Plazindo Bangsring Wongsorejo 1050

Kabat
1 Rs Fatimah Jl jember kabat Kabat 1714
2 Akas Asri Jl jember kabat Kabat 609
3 PT Istana Cs Laban asem kabat Kabat 2305
4 Hippam tirta indah Dadapan kabat Kabat 600
5 PT Timur Putra Santosa Pakistaji kabat 1650
6 UD.Mekarsari Kabat 165
7 PT Banyuwangi Indoraya Benelan Lor Kabat 750

Rogojampi
1 Kolam rnang pancoran Rogojampi Rogojampi 551
2 Cuci Mobil Karisma lemabang rgj Rogojampi 150
3 PT STP Watu kebo rgj Rogojampi 1002
4 Pelangi sakti  motor mangir rgj Rogojampi 310
5 Agro Ail Karng bendo rgj Rogojampi 1330
6 UD.Berkat Jaya-Blimbingsari Rgj Dsn. Blimbingsari Rogojampi 502
7 Cahaya indah motor gladag rgj Rogojampi 150
8 Mitra Jl.Raya Rogojampi Rogojampi 211
9 Kolam Renang Tamansari Rogojampi 900

10 PT.SURYA WINDU KARTIKA Desa Bomo Rogojampi 1161 Pakai Meteran  
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Songgon
1 Hippam Tirto Arum Balak sunggon Songgon 648
2 Hippam sumberagung Songgon Songgon 648
3 Hippam tirto gisang Ds bayu songgon Songgon 648
4 Hippam Sumber mas Bngun sari Songgon Songgon 648
5 Hippam Sumber bulu Songgon Songgon 648

Singojuruh
1 Kolam Renag gladis Gambor singojuruh Singojuruh 380

Srono
1 Cuci Mobil Pom Bensin Kebaman Srono Srono 234
2 Garuda mas / eka jaya Srono 150

Muncar
1 CV Indo jaya Pratama Kdungrjo Muncar Muncar 655
2 PT Fasifik Harves I Jl. Tratas Muncar Muncar 1390
3 PT sari Laut jaya Lestari Sampangan Mncar Muncar 1296
4 PT Fasifik Harves II Tratas Muncar Muncar 1390
5 PT. Gometa can Imam Bnjol Muncar Muncar 347
6 Cuci Mobil Indah Jaya Jl. Brawjaya Mncar Muncar 384
7 PT. Sumber Yala Samudra II Smpngan Muncar Muncar 1994
8 TMB. Udang Smudra II Sampangan Mncar Muncar 432
9 PT. Sumberyala Smudra Sampangan Mncar Muncar 2333

10 Air Mineral Sumbryala Sembersewu Mncar Muncar 540
11 TMB. Udang Smudra I Smpngan Muncar Muncar 324
12 PT. FKS Multi Afgo Tbk Jl. Kalimati Mncar Muncar 720
13 PT. Sarifeed Indi Jaya Jl. Pelbuhn Muncar Muncar 968
14 PT. Unggul Inti S Jl. Mawar Muncar Muncar 502
15 PT. Blambangan Food Pakers  Ind II Sampangan Mncar Muncar 900
16 PT. Sumber Yala Samudra III Sampangan Mncar Muncar 1944
17 PT. Blmbngn Food Pakers Indo I Sampangan Mncar Muncar 2004
18 CV. Tegal Windu kalimati Muncar Muncar 324
19 CV. Sarilaut Jaya  Sampangan Mncar Muncar 3082
20 PT. Avila Prima I inti Makmur Paludem Muncar Muncar 842
21 PT. Avila Prima II inti Makmur Paludem Muncar Muncar 2502
22 Kolam Renang Gomok Kanthong Muncar Muncar 1800
23 Cuci Mobil Budi Agung Muncar Muncar 234
24 PT. NV Sampangan Mncar Muncar 600
25 PT. Permta Bahari M Muncar Muncar 1200
26 Jasa Bahari col storet Muncar Muncar 420
27 Surya Blmbangan Kencana Muncar Muncar 324
28 PT.Maya Jl.Sampangan Muncar 2132
29 PT.Avilla Prima III inti makmur muncar Muncar 2500
30 PT.Perfek Internasional TBK Kedungrejo Muncar 1050
31 PT.Sumber Asia Trading muncar Muncar 900
32 Pak Darmadi Tambak Udang Wringin Putih Muncar 350
33 Pak Nedo Tambak Udang Wringin Putih Muncar 500

Cluring
1 Kolam renang Laguna Asmara Tampo cluring Cluring 380

Gambiran
1 Hotel surya c jajag gambiran Gambiran 1102
2 Cuci Motor Yeo glowong gambiran Gambiran 211
3 Rs Al-Rohmah jajag gambiran Gambiran 386
4 Hotel Nusantara jl diponegoro gambirn Gambiran 435 Pakai Meteran
5 Cuci Mobil Barokah purwodadi gambiran Gambiran 211
6 Hotel Baru Indah jjag gambiran Gambiran 1300
7 UD Mulya Jaya wring agung gambirn Gambiran 340
8 Hotel Widodo jl diponegoro gambirn Gambiran 370
9 Rs Alhuda gambiran Gambiran 2568 Pakai Meteran

10 Rs Alhuda 2 gambiran Gambiran 4682 Pakai Meteran
11 Hotel Lestari jajag gambian Gambiran 375
12 Hotel Duta Jajag Gambiran 475
13 Swalayan mitra jajag Gambiran 300
14 RS Abdhi Family Wringin Rejo Gambiran 270  
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LAMPIRAN K. Data Hotel/Rumah Kos/Penginapan bulan Januari 2016\ 

  
NO NAMA Alamat NPWP

1 HOTEL  BLAMBANGAN (MELATI  II) JL.DR.WAHIDIN S. KEPATIHAN BANYUWANGI 3.0000002.02.05
2 HOTEL  AGUNG (MELATI I) JL RAYA GAMBIRAN 3.0000152.05.01
3 HOTEL ASRI (MELATI 1) JL. HASANUDIN 78 GENTENG 3.0003272.05.02
4 HOTEL BANYUWANGI BEACH (MELATI  1) JL GATOT SUBROTO NO 4 KALIPURO 3.0000023.20.03
5 HOTEL BARU (MELATI 1) JL.MT.HARIYONO BANYUWANGI 3.0000007.02.16
6 HOTEL BARU DUA BEACH  (MELATI 1) JL. RAYA SITUBONDO KALIPURO 3.0013239.20.03
7 HOTEL BARU INDAH (MELATI 3) JL.A.YANI NO.3 GAMBIRAN 3.0000027.04.03
8 HOTEL BERLIAN ABADI(MELATI III) JL.YOS SUDARSO KALIPURO 3.0000044.20.02
9 HOTEL BERLIN BARAT(MELATI 1) JL. MT. HARIYONO NO.9 BANYUWANGI 3.0000009.02.16

10 HOTEL CAWANG (MELATI 1) JL RAYA SITUBONDO N0 52 K.PURO 3.0033783.20.03
11 HOTEL IJEN RESORT ADN VILLAS  (MELATI 3) KLUNCING 3.0009280.22.04
12 HOTEL IKHTIAR SURYA/IS SUTRISNO  ( MELATI III ) JL GAJAH MADA NO 9 BANYUWANGI 3.0000019.06.05
13 HOTEL KALIBARU COTTAGES ( BINTANG  I ) JL.JEMBER KALIBARU 3.0000039.10.03
14 HOTEL KETAPANG INDAH  (MELATI  III) JL. GATOT SUBROTO KM 6                                                                                                                                                                                  3.0000046.20.02
15 HOTEL KUMALA  (MELATI II ) Jl.A.Yani Banyuwangi 3.0000013.02.10
16 HOTEL MAHKOTA  ( MELATI . III ) JL. RAYA JEMBER 50 GENTENG 3.0000032.05.05
17 HOTEL MAHKOTA PLENGKUNG / MELATI 3 JL YOS SUDARSO                                                                                                                                                                                          3.0033526.20.07
18 HOTEL MANGIR JL. MANGIR ROGOJAMPI                                                                                                                                                                                    3.0020229.14.13
19 HOTEL MINAK JINGGO (MELATI 3) JL.UNTUNG SUROPATI NO.44 GLENMORE 3.0000038.08.01
20 HOTEL NEW SURYA (MELATI 3) JL YOS SUDARSO 2  GAMBIRAN  3.0000037.04.03
21 HOTEL NUSANTARA (MELATI 1) JL. GAMBIRAN NO. 36 GAMBIRAN 3.0000040.04.02
22 HOTEL PERMATA INDAH (MELATI 1) JL YOS SUDARSO NO 22 KALIPURO 3.0020124.20.02
23 HOTEL PLENGKUNG INDAH WISATA(MELATI 3) JL SIMPANG DUKUH 39-40 SURABAYA 3.0000045.00.00
24 HOTEL RAMAYANA (MELATI 1) JL. RAYA GENTENG 3.0000031.05.01
25 HOTEL SELAMET( MELATI 1) JL.PIERE TENDEAN 89 BANYUWANGI 3.0000011.02.03
26 HOTEL SUKAMADE BARU (MELATI 1) JL. GAJAH MADA 178                                                                                                                                                                                      3.0000036.00.00
27 HOTEL TANJUNG ASRI (MELATI 1) JL. MAWAR NO.08 BANYUWANGI 3.0000008.06.06
28 HOTEL TANJUNG WANGI ( MELATI 1 ) JL. RAYA SITUBONDO NO. 64 KALIPURO 3.0015525.20.03
29 HOTEL WANAWISATA ALAMHAYATI (melati 3) PERUM GRIYA GIRI MULYA BLOK V/15                                                                                                                                                                        3.0000035.20.02
30 HOTEL WARATAH ( MELATI  I  ) JL WIDURI NO 2 GLAGAH 3.0000024.07.03
31 HOTEL WATUDODOL (MELATI  III) JL.RAYA SITUBONDO KALIPURO 3.0000022.20.03
32 HOTEL WIDODO (MELATI 1) JL. PB. SUDIRMAN 124 GAMBIRAN 3.0000026.04.03
33 HOTEL WISATA IRDJEN (MELATI 2) PERKEBUNAN KALI KLATAK LINGK. KALIKLATAK KEL. GOMBENGSARI KEC  3.0000020.20.02
34 MANYAR GARDEN HOTEL ( BINTANG II ) Jl gatot subroto 110 kalipuro                                                                                                                                                                           3.0000021.20.03
35 MARGO UTOMO AGRO RESORT (MELATI  3) JL.LAPANGAN NO.10 KALIBARU                                                                                                                                                                              3.0000016.10.02
36 MARGO UTOMO HILL VIEW COTTAGES(melati 3) JL.PUTRI GUNUNG NO.3 KALIBARU 3.0000017.10.01
37 MIRAH HOTEL ( MELATI   III ) JL. YOS SUDARSO NO.28 KALIPURO 3.0015395.20.02
38 PT.GRAHA SAHARI WANGI/HOTEL SANTIKA (BINTANG 3) JL. LETJEN. S. PARMAN RT.03 RW. I KEL. SOBO KEC. BANYUWANGI 3.0036139.02.14
39 VILLA BANGSRING BREEZE PRATAMA Dsn Krajan II RT 04 RW 01 3.0036933.19.03
40 WISMA ATLIT JL GAJAH MADA (GOR) 3.0035339.06.02
41 ANGSA LESTARI (MELATI 1) JL YOS SUDARSO 173 KALIPURO 3.0019608.20.02
42 DUTA HOTEL (MELATI 1) JL. ANJASMORO NO.9 GAMBIRAN 3.0032408.04.03
43 HOTEL ALAM INDAH LESTARI (MELATI 1) ROGOJAMPI                                                                                                                                                                                               3.0032627.14.10
44 HOTEL ANDA (MELATI 2) JL BASUKI RAHMAD 3.0000154.02.07
45 HOTEL BALI ADNYANA (MELATI   1 ) JL KH.WAHID HASYIM 8 BANYUWANGI 3.0000010.02.10
46 HOTEL BERLIN TIMUR (MELATI 1) JL.IKAN MAS NO.5 BANYUWANGI 3.0000015.02.03
47 HOTEL BHAKTI/KOMANG DARMAWAN(MELATI I ) JL.PB SUDIRMAN 8 BANYUWANGI 3.0000003.02.12
48 HOTEL BRAWIJAYA (MELATI 1) JL BRAWIJAYA NO 12A 3.0034219.06.05
49 HOTEL GARDEN (MELATI 1) CLURING 3.0021967.03.02
50 HOTEL GIRI INDAH (MELATI 1) JL HAYAM WURUK 3.0012954.06.02
51 HOTEL GLENMORE/IRMA AMPERAWATI ( MELATI  I ) JL RAYA KARANGHARJO NO 50 GLENMORE 3.0000033.08.01
52 HOTEL GUMUK KANTONG    ( MELATI  1  ) PALUREJO-TEMBOKREJO-MUNCAR 3.0033897.11.06
53 HOTEL ISTIQLAH (MELATI 1) JL ISTIQLAH 87 GIRI 3.0015542.06.06
54 HOTEL JEMBER ASRI (MELATI 1) JL RAYA JEMBER DESA KALIGONDO KEC. GENTENG 3.0036255.05.04
55 HOTEL KETAPANG ASRI (MELATI 1) Jl gatot subroto kalipuro                                                                                                                                                                               3.0000043.20.03
56 HOTEL LESTARI (melati 1) JL. LESTARI NO.52 GAMBIRAN 3.0000028.04.03
57 HOTEL MUKTISARI (MELATI 1) JL.KH.WAHID HASYIM 66 DSN ROGOJAMPI KEC. ROGOJAMPI 3.0000025.14.15  
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58 HOTEL MULIA (MELATI 1) JL. GATOT SUBROTO - KALIPURO 3.0000042.20.02
59 HOTEL PANCORAN MAS (MELATI 1) JL BLIMBINGSARI ROGOJAMPI 3.0033313.14.02
60 HOTEL PANORAMA AGUNG ( MELATI 1 ) PESANGGARAN KEC. PESANGGARAN 3.0034980.12.04
61 HOTEL RAHAYU (MELATI 1 ) JL. DR. SOETOMO NO.3 BANYUWANGI 3.0000006.02.10
62 HOTEL RITANZA ROEBUCK (MELATI 1) JL SAYU WIWIT NO 50 BANYUWANGI 3.0033438.02.02
63 HOTEL SRONO INDAH JL RAYA SRONO KEBAMAN SRONO 2.0083346.18.06
64 HOTEL WANA WISATA GRAJAGAN (melati 1) JL JAGUNG SUPRAPTO NO 34 3.0000029.02.10
65 IJEN CLIFT VILLA ( MELATI I ) JELUN LICIN 3.0036063.22.05
66 IJEN RESTO & GUEST HOUSE (MELATI I) Jl Kawah Ijen Tamansari 3.0036214.22.08
67 LOSMEN SINAR AYU JL RAYA MANGIR 6 ROGOJAMPI 3.0015166.14.13
68 PENGINAPAN APINK JL GATOT SUBROTO NO 141 KALIPURO 3.0000041.20.03
69 PENGINAPAN KAMPUNG OSING INN Jl Darma Putra Ling Watu ulo RT 02/03 3.0036919.07.01
70 PENGINAPAN KAWAH IJEN Ds Glondok RT 01 RW 02 3.0000128.22.05
71 PENGINAPAN MENDUT HOME STAY Jl Mendut XIII No 22 3.0000261.11.05
72 PENGINAPAN SHINTANA JL KARIMUN JAWA 3.0034715.02.07
73 RAUNG VIEW HOTEL (MELATI 1) JL.RAYA NO.16 KALIBARU                                                                                                                                                                                  3.0000034.10.02
74 RUMAH KOS 99 KRAJAN RT 05/RW 03 3.0036129.04.03
75 RUMAH KOS ABI WIRA JL UDANG WINDU 3.0036692.02.16
76 RUMAH KOS ANANG TAUFIK JL IKAN TONGKOL 2 3.0036250.02.16
77 RUMAH KOS ANGGREK JL WIJI NONGKO 3.0036749.02.14
78 RUMAH KOS AYUDYA JL NURI 3.0036157.05.01
79 RUMAH KOS BAGUS JL ADI SUCIPTO NO 50A 3.0036295.02.16
80 RUMAH KOS BENI SALIM JL ADISUCIPTO Gg JRABANGAN 3.0000145.02.16
81 RUMAH KOS BOUGENVIL JL CANDI AGUNG II/2 3.0034145.02.17
82 RUMAH KOS BU PRI Jl Adi Sucipto Gg Jrabangan No 35 RT 03 RW 05 3.0036278.02.16
83 RUMAH KOS BU SITI ZURAIDA JL SIMPANG SINGOSARI NO 7 3.0036602.02.17
84 RUMAH KOS DEWI KRAJAN 6/3 JAJAG GAMBIRAN 3.0036121.04.03
85 RUMAH KOS DJANGKRIK JL WIJAYA KUSUMA II 3.0036818.06.05
86 RUMAH KOS DOUBEL W JL. HASANUDIN GENTENG WETAN 3.0036161.05.01
87 DUA PUTRA (RUMAH KOS) JL KEPITING NO 60 A TUKANGKAYU BWI 3.0036263.02.16
88 RUMAH KOS EVI ANI WULANDARI JL KH WAHID HASYIM 3.0000276.14.15
89 RUMAH KOS FLAMBOYAN JL Jrabangan No 12 belakang Ramayana 3.0036311.02.16
90 RUMAH KOS GENTENG ASRI JL WAHID HASYIM 3.0036152.05.01
91 RUMAH KOS H.SAIFUDIN JL.ADISUCIPTO 14 BANYUWANGI 3.0036351.02.16
92 HJ SRINGATIN RUMAH KOS JL LETJ SUNYOTO NO 3 KEL TUKANGKAYU BWI 3.0036315.02.16
93 RUMAH KOS Hj.IS JL WAHID HASYIM 3.0036160.05.01
94 RUMAH KOS ISWANDI MARON RT 01 RW 01 3.0036154.05.01
95 RUMAH KOS JAJANG KRAJAN JAJAG GAMBIRAN 3.0036122.04.03
96 RUMAH KOS KAIL JL ADI SUCIPTO Gg JRABANGAN 3.0036275.02.16
97 RUMAH KOS KARUNIA JL. SAWO INDAH BLOK DUKU 3.0036890.02.06
98 RUMAH KOS KATIKAN MARON RT. 06 RW. I GENTENG KULON 3.0036318.05.01
99 RUMAH KOS LORENA ROGOJAMPI UTARA 3.0036230.14.15

100 RUMAH KOS MENDUT JL MENDUT 3.0036693.02.17
101 RUMAH KOS MOJOPAHIT JL MOJOPAHIT 34 3.0036166.02.17
102 RUMAH KOS MULYA JAYA JL DIPONEGORO 3.0036110.04.10
103 RUMAH KOS PAK EKO MARON RT 04 RW 01 3.0036155.05.01
104 RUMAH KOS PAK HARI MARON RT 01 RW 01 3.0036153.05.01
105 RUMAH KOS PAK KATIRAN MARON RT 06/01 GENTENG KULON 3.0036469.05.01
106 RUMAH KOS PAK PARMIN JL ADI SUCIPTO Gg JRABANGAN 3.0036274.02.16
107 RUMAH KOS PAK PUR MARON 3.0036156.05.01
108 RUMAH KOS PAK TONI JL KEPITING Gg CODOT (belakang Gen art) 3.0036276.02.16
109 RUMAH KOS PK BAMBANG JL RAYA JEMBER GANG MAWAR LABANASEM SELATAN POLIWANGI 3.0036893.09.10
110 RUMAH KOS RAMLAN JL MATARAM 09 3.0000021.02.17
111 RUMAH KOS RAVEL STONE JL KEPITING RT 01 RW 07 3.0036238.02.16
112 RUMAH KOS RINDA JL KUTAI NO 3 3.0036993.02.17
113 RUMAH KOS RINTAKA JL.JAGUNG SUPRAPTO 101 3.0036238.06.05
114 RUMAH KOS ROYAL JL KEPITING KAPLING 29 RT 01 RW 07 3.0036277.02.16
115 RUMAH KOS SULAIMAN KRAJAN RT 04 RW 03 3.0036128.04.03
116 RUMAH KOS SUMBER REJEKI MARON 3.0036159.05.01
117 RUMAH KOS SUMBERE RIZQI JL BULUSARI KRAJAN JAJAG GAMBIRAN 3.0036123.04.03
118 RUMAH KOS TATA MARON GENTENG 3.0036344.05.01
119 RUMAH KOS TYARA KRAJAN RT 04 RW 03 3.0036108.04.03
120 RUMAH KOS AUDI WANDA JL. HASANUDIN GENTENG WETAN 3.0036162.05.01
121 VILA RUMAH KITA (MELATI  3 ) JL PUTRI GUNUNG 100 3.0034084.10.01
122 VILLA RUMAH SENANG ( MELATI I ) JL. PUTRI GUNUNG DS KAJARHARJO KALIBARU 3.0036913.10.01  
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LAMPIRAN L. Contoh Surat Izin Pengambilan Air 
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LAMPIRAN M.  Contoh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 

 

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Tampak Depan 

 
 

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Tampak Belakang 
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LAMPIRAN N.  Contoh SPTPD Golongan 2 (Pajak Air Bawah Tanah) 
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LAMPIRAN O. Contoh SKPD Pajak Air Bawah Tanah 

 

 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


94 
 

LAMPIRAN P. Contoh Surat Teguran I 
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LAMPIRAN Q. Contoh Surat Teguran 2 
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LAMPIRAN R.  Contoh Surat Tagihan 
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LAMPIRAN S. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Surat Izin 

Pengambilan Air 
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LAMPIRAN T.  Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah diubah dengan Peraturan 

Daerah  Kabupaten Banyuwangi No 14 Tahun 2012 
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LAMPIRAN U.  Peraturan Bupati Banyuwangi No. 22 Tahun 2014 tentang 

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah  
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